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Ahmad Suyuti Syahrir (B11106668), “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Perbankan Yang Terjadi Di Kota Makassar. (Studi Kasus 
Putusan No. 404/PID.B/2011/PN.Mks), dibimbing oleh Bapak  H. M. Imran 
Arif Pembimbing I, dan Bapak Abd. Azis selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui  pertanggungjawaban 
pidana dalam tindak pidana perbankan pada putusan Nomor: 
404/Pid.B/2011/ PN.Mks.. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi serta peneliti 
juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, 
literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi ini.  
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 1) 
Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perbankan menurut UU 
Perbankan telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. 2) 
Penerapan sanksi oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana  
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A. Latar Belakang 
Peranan lembaga perbankan tidak dapat dilepaskan dari maju atau 
mundurnya perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan dituntut 
untuk senantiasa stabil, sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (well 
managed). Kondisi seperti disebutkan di atas akan melancarkan aktivitas 
mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Lancarnya aliran 
dana tersebut, memudahkan sektor riil berkembang dan memajukan 
aktivitas perekonomian. Berdasarkan  Undang-undang (selanjutnya 
disingkat UU) No. 10 Tahun 1998  tentang Perbankan, bahwa bank dapat 
dibedakan menjadi dua yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 yang 
berbunyi : 
3) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvesional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
4) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvesional atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
Semua kegiatan bank seperti tersebut di atas, maka pada 
prinsipnya kegiatan suatu bank (baik bank umum maupun bank 
perkreditan rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut (Munir Fuady, 
1999:8):  
1) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.  
2) Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat  
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3) Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan fee 
based income. 
Semua kegiatan bank seperti yang disebutkan di atas adalah suatu 
kegiatan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara bank itu 
sendiri dengan para nasabahnya. Pengertian nasabah itu sendiri ada di 
dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 16, 17, dan 18 yang 
berbunyi :  
16) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;  
17) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan 
dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian 
bank dengan nasabah yang bersangkutan;  
18) Nasabah adalah debitur yang memperoleh fasilitas Kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 
bersangkutan.  
Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan 
(agent of trust), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat 
bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat 
bertumbuhkembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari 
masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan 
usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia 
perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat 
dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan 
masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. 
Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan 
terjadinya kekurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, 
yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan 
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menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan 
terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan. 
Sedemikian vitalnya peranan lembaga perbankan ini, maka dalam 
Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : “Perbankan Indonesia 
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian”. Prinsip kehati-hatian ini dapat kita 
temukan lagi dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 yang 
berbunyi:  
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai 
dengan prinsip kehati-hatian.  
Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 terkandung penerapan 
prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada 
nasabah debitur. Selengkapnya Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 
yang berbunyi : “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan 
nasabah yang memercayakan dananya kepada bank”. 
Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas berhubungan erat 
dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi 
kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Bunyi Pasal 29 ayat 
(4) : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 
mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan 
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. 
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Namun, tidak dijelaskan mengenai makna dari prinsip kehati-hatian 
(prudential principle) tersebut di dalam isi atau penjelasan dari UU No. 7 
Tahun 1992 maupun UU No. 10 Tahun 1998. Pengertian mengenai 
prinsip kehati-hatian dapat ditemukan dalam Kamus Perbankan yang 
menentukan bahwa hati-hati atau kehati-hatian bank adalah : 
“Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha 
operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan 
ketentuan intern bank (prudential banking)”. 
Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk 
selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti 
harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad 
baik (Hermansyah, 2005:125). Prinsip kehati-hatian ini sangat penting 
dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya, karena kedudukan 
nasabah bank seringkali kurang dihormati dan terlindungi karena kurang 
mendapat tanggapan dari pihak otoritas moneter berwenang.  
Bank juga harus menjaga kesehatan dari bank itu sendiri. Yang 
sering dipergunakan sebagai ukuran kesehatan bank antara lain (Munir 
Fuady, 1999:108) : 
a) Capital, assets quality, management quality, earnings, dan liquidity 
(CAMEL);  
b) Posisi devisa netto (Net open position) dengan tujuan untuk 
menghindari risiko nilai tukar (Exchange rate risk);  
c) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau yang sering pula 
disebut dengan legal lending limit (3L) atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah.  
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Dalam hal ini UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 memberikan 
kewenangan kepada bank sentral untuk menetapkan BMPK tersebut. Di 
samping itu, khusus untuk nasabah tertentu, maka bank Indonesia dapat 
juga menetapkan BMPK, nasabah-nasabah tertentu tersebut adalah :  
a) Pemegang saham 10% atau lebih dari modal setor.  
b) Anggota dewan komisaris.  
c) Anggota direksi.  
d) Keluarga pemegang saham (sampai derajat kedua lurus atau ke 
samping), dewan komisaris dan direksi.  
e) Pejabat bank lainnya.  
f) Perusahaan di mana di dalamnya ada kepentingan pihak 
pemegang saham, komisaris, direksi, pejabat bank lainnya dan 
anggota keluarga dari pemegang saham, direktur dan komisaris. 
Serangkaian aturan sebagaimana diamanatkan UU perbankan kita 
tentunya tidak dapat di pastikan bahwa hal tersebut akan berjalan 
sempurna. Selalu saja ada faktor yang tidak mendukung, baik yang 
disengaja, maupun yang tidak disengaja. Hal ini haruslah mendapatkan 
perhatian lebih oleh pemerintah, agar masyarakat dapat terlindungi 
kepentingannya.  
Berbagai kasus tindak pidana perbankan telah mendapatkan 
putusan oleh pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, dan pada 
tingkat mahkamah agung.  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai suatu 
karya ilmiah skripsi dengan melakukan studi kasus pada perkara 
pembobolan rekening nasabah Bank CIMB Niaga yang telah di putus oleh 
pengadilan negeri Makassar, Putusan Nomor: 404/Pid.B/2011/PN.Mks. 
B. Rumusan Masalah 
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Adapun rumusan masalah yang dipilih oleh penulis pada penulisan 
karya ilmiah ini adalah : 
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tindak pidana 
perbankan menurut UU Perbankan? 
2. Bagaimanakah penerapan sanksi oleh majelis hakim terhadap 
pelaku tindak pidana  perbankan pada putusan Nomor: 404/Pid.B/ 
2011/PN.Mks ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian penulisan karya ilmiah ini adalah: 
1. Untuk mengetahui  pertanggungjawaban pidana dalam tindak 
pidana perbankan pada putusan Nomor: 404/Pid.B/2011/ PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
perbankan Pada Putusan Nomor: 404/Pid.B/2011/PN.Mks. 
D. Kegunaan penelitian 
Diharapakan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan 
wawasan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terkait 





A. Pengertian Tindak Pidana dan Korporasi  
1. Tindak Pidana  
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Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana 
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata 
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. 
Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh 
sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, dan perbuatan 
pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-Undang 
(selanjutnya singkat UU) Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.  
Rusli Efendy (1983 : 1) mengemukakan bahwa peristiwa tindak 
pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam 
dengan pidana” menjelaskan : ”perkataan peristiwa pidana haruslah 
dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan 
satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat 
mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah”. Secara 
doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan 
pidana yaitu : 
a) Pandangan Monistis 
Menurut Sudarto (1975 : 31-32), “pandangan monistis adalah suatu 
pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu 
kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan 
prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak 
pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) 
dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responbility). 
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Menurut D. Simons (Lamintang 1997 : 185), ”tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum”.  
Denga batasan sepertin ini menurut Simons (Tongat 2008 : 105), 
untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : (1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat), (2) Diancam dengan pidana, 
(3) Melawan hukum, (4) Dilakukan dengan kesalahan, (5)Oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab 
Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, 
dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan 
hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Andi Zainal Abidin (1987 : 250) mengemukakan bahwa, “kesalahan 
yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpalata (alpa, 
lalai)”. Dan berkomentar sebagai berikut : ”simons mencampurkan unsur-
unsur perbuatan pidana (criminal act) yg meliputi perbuatan serta sifat 
yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana 
(criminal liability) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan 
kemampuan bertanggungjawab”. 
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Menurut J. Bauman (Sudarto 1975:31-32) mengemukakan bahwa, 
“perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan 
delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.  
Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 :106) mengemukakan 
bahwa, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan pidana”. 
Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk berpandangan 
monistis menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan 
mengemukakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat 
dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”. 
Van hammel (Andi Zainal Abidin 1987 : 250) yang berpandangan 
monistis  merumuskan strafbaarfeit bahwa, “perbuatan manusia yang 
diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwaardig (patut atau 
dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en dan 
schould to wijten)”. 
 
b) Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana 
sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal 
responbility, sedangkan menurut pandangan dualistis (Tongat 2008: 106), 
yaitu : 
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Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk 
adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, 
tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban 
pidana.  
Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para 
sarjana yang menganut pandangan dualistis menurut Pompe (Sudarto 
1975 : 31-32), dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah “feit 
(tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan UU, sehingga sifat 
melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya 
tindak pidana”. Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus 
dipenuhi unsur (Tongat 2008: 107) sebagai berikut : 
a. Adanya perbuatan (manusia) 
b. Yang memenuhi rumusan dalam UU (hal ini merupakan syarat 
formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHPidana) 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait 
dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang negatif).  
Moeljatno (1983 : 54) yang berpandangan dualistis menerjemahkan 
strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut”. 
Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang 
diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 
tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responbility).  
Namun demikian, Moeljatno (Soedarto 1975 : 31-32) juga 
menegaskan, bahwa “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan 
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telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang 
melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”. 
2. Korporasi 
Kata korporasi secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa, 
yaitu Belanda dengan istilah corporatie, Inggris dengan istilah corporation, 
Jerman dengan istilah Korporation, dan bahasa latin dengan istilah 
corporatio (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 12). 
Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat  diberi arti sempit 
maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. 
Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum. 
Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi 
merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk 
dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum 
perdata. Artinya hukum perdatalah yang mengakui keberadaan korporasi 
dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan figur 
hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh 
hukum. 
Keberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir 
begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada 
dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu pendiri 
atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki 
kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut 
hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat 
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mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan 
badan hukum atau legal person. 
Seperti halnya dalam hal matinya suatu korporasi. Suatu korporasi 
hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, 
yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga 
karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak 
dapat lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya 
dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar. 
Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam 
arti luas. Korporasi menurut hukum pidana indonesia tidak sama dengan 
pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut 
hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. 
Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang 
berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, 
misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang 
perseorangan (manusia atau natural person) dan badan hukum (legal 
person).  
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan 
pengertian korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (legal 
person). Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya 
mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, 
atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang 
digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan 
komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk 
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korporasi. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut 
hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki 
pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan 
perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang 
dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang 
tersebut. 
Beberapa pengertian lain tentang korporasi yang dapat penulis 
kemukakan di sisni, antara lain seperti pendapat yang disampaikan oleh 
Andi  Zainal Abidin Farid (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 14) yang 
mengemukakan bahwa “korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan 
manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan peribadi 
hukum untuk tujuan tertentu”.  
Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiro (Muladi dan Dwidja 
Priyatno, 1991 : 14) mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan 
korporasi (corporatie) adalah suatu perseroan yang merupakan badan 
hukum”. 
Senada dengan pendapat tersebut di atas, sebagaimana 
dikemukakan oleh Utrech dan M. Soleh Djindang (Edi Yunara, 2005 : 10), 
yang mengemukakan ”korporasi adalah suatu gabungan orang dalam 
pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum 
tersendiri sebagai suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum 
yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang 
terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”. 
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Sedangkan  Rudi  Prasetyo  (Andi Abu Ayyub Saleh, tanpa tahun 
(9) : 7) Mengemukakan ”kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan 
dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam 
bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, 
atau dalam bahasa Belanda disebut rechtspersoon, atau dalam bahasa 
Inggris disebut legal entities atau corporation”. 
Wirjono Prodjodikoro (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 15), 
sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi 
mengemukakan “korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam 
korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang 
manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota 
mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa 
rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan 
korporasi”. 
Kemudian, Chaidir Ali (Arief Amrullah, 2006 : 202) dengan 
definisinya mengenai korporasi, mengemukakan : “hukum memberi 
kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu 
perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan 
pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang 
serta dapat dipertanggunggugatkan. Namun demikian, badan hukum 
(korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi, 
orang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas 
nama pertangunggugatan korporasi”. 
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Satjipto Rahardjo (Dwidja Priyatno, 2004 : 13) mengenai korporasi, 
mengemukakan : “korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. 
Badan yang diciptakan itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan 
kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan 
itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan 
ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga 
ditentukan oleh hukum”. 
Sementara itu korporasi dari perspektif hukum pidana menurut Andi 
Abu Ayyub Saleh (tanpa tahun (4) : 8), mengemukakan : “persoalan yang 
dibahas dalam sudut pandang hukum pidana (hukum pidana materiel) 
lebih pada perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai perbuatan 
dapat dihukum dan unsur-unsur apa yang harus dipenuhi sehingga 
korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana serta sanksi apa 
yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tersebut”. 
Dari beberapa pengertian tentang korporasi tersebut di atas dapat 
disimpulkan betapa luasnya batasan pengertian tentang korporasi 
tersebut, yang mana dapat lebih luas dari sekedar pengertian badan 
hukum itu sendiri. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum 
pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah 
kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan 
badan hukum maupun bukan badan hukum.  
B. Tindak Pidana Korporasi 
Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat 
organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur 
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hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-
kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang 
sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas 
demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu 
tercermin pada tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi 
antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. 
Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro 
(Yusuf Sofie, 2002 : 45) mengemukakan : ”konsepsi kejahatan korporasi 
hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan  oleh big business dan 
jangan dikaitkan dengan kejahan oleh small scale business (seperti : 
penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko dilingkungan pemukiman 
kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya)”. 
Sementara itu menurut Marshall B. Clinard dan Petter C Yeager 
(Setiyono, 2005 : 20) mengemukakan bahwa “tindak pidana korporasi 
ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi 
hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum 
perdata, maupun hukum pidana”. 
Dalam pengertian yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh 
Box (Muladi, 2002 : 144) sebagai berikut : ”kejahatan korporasi adalah 
kejahatan, terlepas dari apakah yang hanya diancam hukuman di bawah 
badan administratif, atau apakah hanya sekedar melanggar hak-hak sipil. 
mungkin menjadi pertanyaan mengapa banyak kejahatan korporasi 
ditangani badab-badan administratif bukan pengadilan pidana. Tetapi itu 
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tidak menjastifikasi pengecualian tindakan-tindakan korporasi yang diatur 
oleh badan-badan administratif dari kajian kejahatan korporasi”. 
C. Perbankan 
1. Pengertian Perbankan 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai : 
“Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di 
masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas 
pembayaran dan peredaran uang”.  
Menurut UU N0. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak”. 
Pasal 1 ayat (1) UU N0. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan”. 
Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu : 
1) Lembaga keuangan bank, adalah suatu badan yang melakukan 
kegiatan dibidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, 
memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan 
sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya 
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dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui 
penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas 
berharga. 
2) Lembaga keuangan bukan bank adalah lemabga yang bergerak 
dibidang pasar uang dan modal. Segi usaha pokok yang dilakukan 
yaitu : 
a. Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit 
jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal. 
b. Usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada 
masyarakat berupa pegadaian. 
Jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu : (1) Asuransi, (2) 
Lembaga pembiayaan, (3) Pegadaian, (4) Penyelenggara dana pension. 
2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank 
Asas perbankan Indonesia dapat dapat diketahui dalam UU No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 : “Perbankan Indonesia 
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian”. 
Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi 
yang berdasarkan UU Dasar 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian 
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, tidak 
ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa 
bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat 
kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan 
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tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan 
profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu 
bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan 
didasari oleh itikad baik. 
Mengenai fungsi bank, diatur dalam Pasal 3 UU N0. 10 Tahun 1998 
yang berbunyi : “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat 
fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 
(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan 
dana (lacks of funds). 
Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi bank 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2. Bank Perkereditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara 
(pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR hanya 
dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta dan 
koperasi saja. Jenis bank dari segi kepemilikannya meliputi: 
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1. Bank milik Negara 
2. Bank milik pemerintah daerah 
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri 
4. Bank koperasi. 
D. Tindak Pidana Perbankan  
Penyebutan “tindak pidana perbankan”, bukannya “tindak pidana di 
bidang perbankan” dalam sub-bab ini bukanlah tanpa sebab, karena 
tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan adalah 
dua hal yang berbeda. Moch. Anwar, dalam bukunya, tindak pidana di 
bidang perbankan, menekankan perbedaan dari kedua istilah tersebut. 
Demikian pula dengan Marulak Pardede, yang juga mengemukakan 
bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar terhadap dua 
pengertian tersebut, yaitu :  
a. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 
1992 tentang Pokok-pokok Perbankan;  
b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 
1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, KUHP dan Peraturan 
Hukum Pidana Khusus, seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang 
Tindak Pidana Korupsi, UU No. 11 PNPS Tahun. 
Lingkup tindak pidana di bidang perbankan lebih luas daripada 
tindak pidana perbankan, karena mencakup kejahatan-kejahatan yang 
merupakan tindak pidana konvensional seperti misalnya pencurian, 
penggelapan, penipuan terhadap bank yang dilakukan oleh nasabah, 
pegawai bank atau orang lain. Sedangkan tindak pidana perbankan 
adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang melanggar UU Pokok 
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Perbankan (UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998), dimana para 
pelanggar dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU itu.  
Prof. Sudarto, SH., dalam kapita selekta hukum pidana, 
menyebutkan UU Pokok Perbankan dapat digolongkan dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum administratif yang memuat sanksi-
sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan ini harus dibedakan 
dengan UU yang menurut hukum pidana khusus seperti UU Tindak 
Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU 
tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Ketiga UU terakhir ini, dapat 
dikatakan sebagai UU “tindak pidana ekonomi”, “tindak pidana korupsi” 
dan “tindak pidana subversi”. Oleh karena itu, UU tentang Pokok-pokok 
Perbankan dapat juga dikatakan sebagai UU “tindak pidana di bidang 
perbankan”. 
Tindak pidana perbankan ini oleh para ahli dikategorikan ke dalam 
tindak pidana korporasi (crimes for corporation) yaitu pelanggaran hukum 
yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi 
yakni untuk memperoleh keuntungan dan oleh karenanya dapat dikenai 
sanksi pidana, administrasi maupun perdata.  
Menurut I.S. Susanto, tindak pidana perbankan dapat digolongkan 
ke dalam ruang lingkup atau bagian dari “tindak pidana korporasi”, karena 
secara konsepsional tindak pidana korporasi dapat dibedakan atas :  
a. Tindak pidana korporasi (crimes for corporation) yaitu pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai 
tujuan korporasi yakni untuk memperoleh keuntungan.  
22 
b. Korporasi jahat (criminal corporation) yaitu korporasi yang 
bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan.  
c. Tindak pidana terhadap korporasi, seperti pencurian atau 
penggelapan terhadap milik korporasi, di sini yang menjadi korban 
justru korporasi itu sendiri. 
Tindak pidana perbankan yang terdapat dalam praktek sehari-hari, 
secara kronologis dapat dikategorikan dalam pengertian “criminal 
behaviour” dalam “white collar crime”nya Sutherland. Kejahatan white 
collar crime atau kejahatan krah putih ini biasanya dilakukan oleh 
seseorang yang cukup terhormat dan mempunyai kedudukan yang cukup 
tinggi.  Dilihat dari kerugian yang ditimbulkannya, kejahatan krah putih di 
bidang perbankan dapat dibedakan dua golongan besar : 
1. “Minor frauds” atau “ non concealment frauds” yang melibatkan 
uang relatif sedikit dan tidak menimbulkan kegagalan bank. 
2. “Major frauds” atau “ concealment frauds” yang melibatkan uang 
dalam jumlah besar dan dapat mengakibatkan kegagalan bank. 
Baik tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang 
perbankan terjadi karena beberapa faktor, seperti :  
a. Kompetisi antar bank semakin tinggi dan ketat, sehingga ada 
kecenderungan bank mengendorkan segi kontrol/keamanan;  
b. Produk baru yang ditawarkan semakin bervariasi, sedangkan 
sistem operasional perbankan belum memadai untuk 
mengamankan produk tersebut;  
c. Keterlibatan orang dalam (oknum bank itu sendiri);  
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d. Sarana yang dipergunakan perbankan semakin canggih dan rumit. 
Pada umumnya perbankan di dalam menyelesaikan sengketa 
dengan nasabahnya yang menyangkut sejumlah finansial, akan 
diselesaikan secara damai dan bila tidak berhasil, maka penyelesaiannya 
akan diajukan lewat lembaga peradilan. Sanksi pidana pada dasarnya 
diterapkan kepada pengurus bank dan bank yang bersangkutan. Di 
samping itu, bank Indonesia dapat pula menerapkan sanksi administrasi 
terhadap bank sebagai lembaga (korporasi). Dalam hal bank Indonesia 
menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang 
mengarah kepada suatu tindak pidana, maka bank Indonesia dapat :  (1) 
Memanggil pengurus bank untuk dimintakan penjelasan, (2) Melakukan 
pemeriksaan lebih lanjut, (3) Melaporkan kepada pihak yang berwajib. 
Tindak pidana perbankan sendiri oleh N.H.T. siahaan, digolongkan 
dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :  
1. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang menganggu 
atau membahayakan sistem moneter;  
2. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank yang 
menganggu atau membahayakan sistem pembayaran;  
3. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau 
suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan 
kelangsungan hidup bank tersebut. 
Dengan melihat tiga hal yang diklasifikasi di atas, maka subjek 
kejahatan perbankan terdiri dari :  
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1. Orang dalam, yakni para anggota Direksi, anggota Komisaris, 
pegawai bank atau pemegang saham;  
2. Nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitor atau 
nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan 
kredit; 
3. Pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam 
maupun nasabah bank. 
Lebih lanjut dalam bukunya, N.H.T. siahaan mengemukakan 
beberapa aspek tindak pidana perbankan yang dapat ditemukan dalam 
UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU No. 10 Tahun 1998, 
yaitu antara lain :  
1. Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan;  
2. Kejahatan tentang rahasia perbankan;  
3. Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;  
4. Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan;  
5. Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk 
pematuhan peraturan bank;  
6. Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50);  
7. Pelanggaran rambu-rambu kesehatan perbankan (Pasal 2 jo 
Pasal 10);  
8. Kejahatan oleh pemegang saham;  
9. Tindak pidana menghalangi pemeriksaan bank. 
E. Pertanggungjawaban Pidana. 
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Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilahat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu 
bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. 
Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningvatbaar), bilamana pada umumnya : 
a. Keadaan jiwanya : 
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara. 
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan. 
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, 
pengaruh bawah sadar, dengan perkataan lain dia dalam 
keadaan sadar. 
b. Kemampuan jiwa :  
1. Dapat meng insafi hakekat dari tindakannya. 
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,  
apakah akan dilaksanakan atau tidak. 
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakan tersebut.  
Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan jiwa (geestelijke vermogens). Pertanggungjawaban pidana 
disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan 
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apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. (Saleh, Roeslan  ;1981). 
Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk 
membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh 
siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik 
kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan 
sendiri. 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari 
tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari 
tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan 
tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, 
maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 
penentuan tersebut, bukan sebagai aklibat atau dorongan dari sesuatu, 
yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali 
(Andi Zainal Abidin Farid, 1995). 
Menurut Ruslan Saleh (E.Y. Kanter, SH, S.K. Sianturi, SH: 25) 
mengemukakan bahwa : “tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu 
kemampuan bertanggung-jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau 
alpa, tiada terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, 
adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld)”. 
Menurut Pompe (E.Y. Kanter, SH, S.K. Sianturi, SH: 25) 
mengemukakan bahwa : “Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau 
dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian 
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dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: 
“Tiada pidana, tanpa kesalahan”. 
Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah 
adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, 
sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di 
pertanggungjawabkan. 





5. Sifat melawan hukum 
Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-
unsur objektif yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum 
F. Bentuk Pidana Terhadap Korporasi 
Menurut Mudzakkir (Teguh Prasetyo dan Halim Barkatullah, 2005 : 
82) mengenai penentuan sanksi pidana  yaitu : ”Pembicaraan masalah 
penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat 
aspek : pertama, penetapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan 
ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap 
penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi); 
keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait 
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antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah 
sistem hukum pidana”. 
Bentuk atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi 
dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini berbagai 
peraturan perundang-undangan pidana baru menetapkan denda sebagai 
sanksi pidana pokok bagi korporasi.  
Sementara itu bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh UU ditetapkan 
sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Menurut Sutan 
Remy Sjahdeini (2006 : 205), “selain pidana denda dapat pula ditentukan 
bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok”. Beberapa sanksi yang 
saat ini ditentukan sebagai pidana tambahan seyogianya dapat diangkat 
sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Dibawah ini diuraikan 
beberapa bentuk sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang 
mungkin dijatuhkan kepada korporasi, yaitu : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Denda 
Satu-satunya jenis sanksi pidana (criminal penalty) yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi di Inggris adalah pidana denda (fine). Oleh 
karena itu, suatu perusahaan tidak dapat dituntut karena pembunuhan 
(murder), karena menurut hukum Inggris hanya satu bentuk sanksi pidana 
yang dapat dijatuhkan kepada seorang  pembunuh yaitu pidana penjara 
seumur hidup. 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2006 : 206), “memang tidak 
mungkin untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada suatu korporasi berupa 
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pidana penjara atau pidana cambuk seperti yang berlaku di Malaisyia dan 
Singapura serta negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam”.  
Oleh karena itu tidak mungkin untuk menuntut suatu korporasi 
sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan suatu peraturan perundang-
undangan pidana apabila dalam peraturan perundang-undangan tersebut 
ditentukan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana 
adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda (kedua sanksi tersebut 
bersifat kumulatif, yaitu harus kedua sanksi tersebut dijatuhkan kepada 
pelaku tindak pidana yang bersangkutan), atau dengan kata lain, 
korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi 
pidana penjara dan pidana denda di dalam peraturan perundang-
undangan itu ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif 
(artinya dapat dipilih oleh hakim). 
b. Pengumuman Putusan oleh Hakim 
Pengumuman putusan oleh hakim ini dimaksudkan untuk 
mempermalukan pengurus dan/atau korporasi tersebut karena telah 
melakukan tindak pidana. Apabila sebelumnya korporasi tersebut memiliki 
reputasi yang sangat baik, maka akan betuk-betul dipermalukan oleh 
pengumuman putusan hakim melalui media cetak atau pun melalui media 
elektronik. Meskipun bentuk sanksi pidana ini hanya merupakan sanksi 
pidana tambahan, akan tetapi sangat berguna untuk mencapai tujuan 
pencegahan (deterrence). 
c. Pembubaran yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi  
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UU yang berlaku belakangan ini seperti yang dicontohkan oleh 
Sutan Remy Sjahdeini (2006 : 210), telah mengatur mengenai 
pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi. 
Beliau memberi contoh, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 
2003. dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan suatu korporasi dapat dijatuhkan 
pidana tambahan berupa “pencabutan izin usaha dan atau pembubaran 
korporasi yang diikuti dengan likuidasi”. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU 
tersebut, pencabutan izin usaha bukan merupakan sanksi administratif, 
tetapi merupakan sanksi pidana , yaitu merupakan sanksi pidana 
tambahan. 
d. Pencabutan Izin Usaha yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi  
Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini (2006 : 211), memberi usulan 
bahwa “korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa 
pencabutan izin usaha. Beliau memberi alasan bahwa dengan dicabutnya 
izin usaha”, maka sudah barang tentu selanjutnya korporasi tidak dapat 
lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan 
perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa 
pencabutan izin usaha tersebut dibarengai pula denga perintah kepada 
pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan 
untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para kreditornya. 
e. Pembekuan Kegiatan Usaha 
Selanjutnya bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 
korporasi menurut Sutan Remy Sjahdeini (2006 : 211), adalah pembekuan 
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kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk 
jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang 
dapat dijatuhkan kepada korporasi. Misalnya saja, suatu rumah sakit 
dilarang menerima pasien dalam rangka menerima pemeriksaan 
kandungan dan melakukan partus (melahirkan bayi) karena telah terlibat 
tindak pidana aborsi ilegal. Pembekuan kegiatan terbut dapat ditentukan 
oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya.  
Apabila pembekuan semua kegiatan dilakukan untuk selamanya 
maka putusan tersebut bukan merupakan pembekuan semua kegiatan 
usaha, akan tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan 
izin usaha yang diikuti dengan likuidasi.  
f. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara 
Perampasan aset korporasi oleh negara dilakukan baik terhadap 
sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan 
atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Ini merupakan 
bentuk sanksi pidana lain yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2006 : 212), “aset yang dirampas tersebut 
kemudian dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah 
satu BUMN tertentu yang memperlakukan aset tersebut untuk kegiatan 
usahanya”. 
Disamping itu perampasan tersebut dapat dikombinasikan dengan 
pidana denda dan atau jenis-jenis pidana yang lain sebagaimana telah 
dijelaskan di atas. 
g. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara 
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Sanksi pidana bagi korporasi dapat pula berbentuk perampasan 
korporasi oleh negara, atau dengan kata lain, korporasi tersebut diambil 
alih oleh negara. Sanksi ini berbeda dengan sanksi perampasan aset. 
Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, 
sedangkan perampasan korporasi berakibat saham pemilik beralih 
menjadi milik negara. 
2. Pidana Tambahan 
Selain bentuk pidana pokok telah disebutkan di atas, korporasi 
dapat pula dibebani pidana tambahan, dimana pidana tambahan itu dapat 
berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, menurut Sutan Remy 
Sjahdeini (2006 : 213) pidana tambahan tersebut dapat berupa :  
a. Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya 
sendiri untuk menyerahkan pembersihan kepada negara atas 
beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana 
lingkungan hidup) yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang 
harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penafsiran harga 
oleh suatu konsutan independen. 
b. Membangun atau mebiayai pembangunan proyek yang terkait 
dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya membangun rumah 
sakit atau pusat rehabilitasi korban narkoba yang ditentukan oleh 
hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi 
berdasarkan penafsiran harga oleh suatu konsutan independen. 
c. Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya 
maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah 
dilakukan dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya 



















A. Lokasi Penelitian 
Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada 
beberapa instansi-instansi terkait seperti lembaga perbankan, 
pengadilan dan kejaksaan. Untuk menambah bahan dan data penulis 
juga akan melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-
buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-
sumber lainnya yang terkait pada perpustakaan fakultas hukum Unhas 
dan perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin. 
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B. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para pakar dan 
narasumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 
penulis. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau 
lembaga tempat penelitian penulis yang telah tersedia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan 
melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan 
instansi terkait. Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang 
berhubungan dengan penelitian penulis. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
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dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana 
Nasabah 
Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada 
Undang Undang Perbankan merupakan tindak pidana administrative, 
tindak pidana administratif merupakan tindak pidana yang timbul 
melalui undang undang yang bersifat adminstratif. Berbeda dengan 
tindak pidana yang diatur dalam undang undang pidana khusus, 
tindak pidana administratif timbul dari prefensi terhadap pelanggaran 
ketentuan yang diatur dalam suatu undang undang yang sifatnya 
administrative, larangan pada undang undang ini pada umumnya 
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diancam dengan sanksi administratif, tetapi pada beberapa undang 
undang juga terdapat pasal-pasal dengan ancaman sanksi pidana. 
Sebagai sebuah undang undang administratif, Undang Undang 
Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam praktik peradilan 
pidana.Terdapat beberapa undang undang lain yang sering digunakan 
untuk mendakwa tersangka kasus perbankan.Hal tersebut disebabkan 
oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi 
yang dapat ditelaah secara parsial.Hal ini sesuai dengan modus tidak 
pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan 
yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana 
(concursus). 
Dalam proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut 
untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan 
sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam 
pemeriksaan melalui persidangan. Menurut (Yahya Harahap, 2010), 
ada dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan 
adalah perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan 
pemeriksaan sidang pengadilan, rumusan surat dakwaan harus 
sejalan dengan pemeriksaan tersangka, walaupun Jaksa Penuntut 
Umum memiliki keleluasaan dalam perumusan surat dakwan, tapi 
keleluasaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara 
yuridis. 
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Surat dakwaan merupakan objek penting dalam penerapan 
hukum atas suatu kasus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 
surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk memeriksa 
terdakwa dalam sidang pengadilan. Maka dari itu, penetapan aturan 
hukum yang akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan 
dengan cermat. 
Penerapan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang 
kemudian akan Penulis kemukakan merupakan ulasan mengenai undang 
undang yang dapat digunakan dalam mendakwa pelaku tindak pidana 
pembobolan dana nasabah. Undang undang tersebut antara lain: 
1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan; 
2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; 
3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Ketiga Undang Undang di atas merupakan aturan-aturan hukum 
yang kerap digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku 
tindak pidana perbankan berupa pembobolan dana nasabah. Dalam 
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beberapa kasus pembobolan dana nasabah, Jaksa Penuntut Umum 
seringkali menyusun surat dakwaan dengan mengkombinasikan ketiga 
undang undang tersebut diatas.  
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
Undang undang ini merupakan instrumen penting dalam 
penegakan hukum Indonesia khususnya sektor perbankan.Seiring 
dengan perkembangan jaman yang semakin modern, perkembangan 
tindak pidana di sektor perbankan juga mengalami 
transformasi.Sayang sekali hingga saat ini Indonesia masih belum 
memiiki undang undang pidana khusus yang mengatur tentang tindak 
pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Maka dari itu, 
Undang Undang Perbankan yang merupakan undang undang yang 
bersifat administratif ini masih menjadi pilihan utama dalam mendakwa 
pelaku tindak pidana pembobolan dana nasabah. 
Tindak pidana pembobolan dana nasabah lazimnya mengacu 
pada tindak pidana yang mencocoki rumusan Pasal 49 baik ayat (1) 
maupun ayat (2) Undang Undang Perbankan. Sesuai dengan jenis-
jenis tindak pidana perbankan, Pasal 49 ayat (1) dan (2) termasuk ke 
dalam tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Karakteristik 
dari jenis tindak pidana ini adalah adanya kerugian yang timbul pada 
pihak bank akibat perbuatan internal maupun eksternal bank. Berikut 
adalah rumusan dari Pasal 49 ayat (1) dan (2): 
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(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja: 
a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank. 
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank. 
c. Mengubah, mengaburkan, atau menyembunyikan, 
menghapuskan/menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, 
menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 
pembukuan tersebut. Diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 
200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). 
(2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja: 
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a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, 
uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau 
untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau 
berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang 
muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam 
rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat 
wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti 
kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan 
persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana 
yang melebihi batas kreditnya pada bank; 
b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-
undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku bagi bank. 
Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) 
Sebagai undang undang yang khusus membahas mengenai 
peraturan di bidang perbankan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tetang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan instrumen hukum yang 
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tepat untuk diterapkan pada kasus pembobolan dana nasabah. 
Walaupun undang undang ini bukan merupakan undang undang 
tindak pidana khusus, namun ketentuan pidana yang terdapat pada 
undang undang ini memiliki kekuatan yang sama dengan ketentuan 
hukum pidana lainnya. Terlebih lagi Pasal 49 ayat (1) dan (2) 
merupakan tindak pidana kejahatan. Dengan digolongkan sebagai 
tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan 
yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang undang ini. 
Penggunaan Undang Undang Perbankan sering kali 
dikesampingkan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku 
pembobolan dana nasabah. Dalam praktiknya masih banyak dakwaan 
terhadap pelaku pembobolan dana nasabah yang menempatkan 
Undang Undang Perbankan dibawah Undang Undang Tindak Pidana 
Korupsi. Dalam kasus-kasus tertentu pembobolan dana nasabah 
dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh 
adanya kemiripan antara tindak pidana pembobolan dana nasabah 
dengan tindak pidana korupsi dimana keduanya merupakan tindak 
pidana yang dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas atau jabatan 
tertentu. 
Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal asas Systemstische 
Specialiteit yang dapat diartikan sebagai asas Kekhususan yang 
Sistematis.Asas Kekhususan yang Sistematis ini merupakan asas 
turunan dari asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis (ketentuan 
yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum). Pada 
42 
umumnya asas Lex Specialis hanya dianggap sebagai asas yang 
mengatur pemberlakuan aturan hukum yang dikenakan pada suatu 
kasus jika terdapat dua aturan dimana salah satunya bersifat lebih 
khusus dari yang lain. Namun, jika terdapat dua aturan yang dapat 
diberlakukan tetapi keduanya merupakan aturan khusus, maka aparat 
hukum harus berpegang pada turunan dari asas Lex Specialis yaitu 
asas Kekhususan yang Sistematis. 
Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan 
bersifat khusus bila pembentuk undang undang memang bermaksud 
untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu 
ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan yang Sistematis 
berarti dalam memilih antara dua aturan yang akan diberlakukan, 
harus digunakan pengamatan yang sistematis terhadap tindak pidana 
yang terjadi. Misalnya, jika subyek personal, obyek dugaan perbuatan 
yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan 
terjadinya delik berada dalam konteks perbankan, maka undang 
undang khusus yang harus diberlakukan atau diprioritaskan adalah 
Undang Undang Perbankan meskipun terdapat undang undang 
khusus lain yang memiliki ketentuan yang juga dapat mencakup 
perbuatan tersebut. 
Penggunaan Undang Undang Perbankan dalam tindak pidana 
pembobolan dana nasabah tersebut sesuai dengan hasil wawancara 
Penulis pada tanggal 25 Juni 2012 Pukul 11.05 WITA dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar, Jamuka Sitorus, selaku Ketua Majelis 
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dalam Kasus Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks yang 
mengatakan bahwa jika terjadi perbuatan yang melanggar lebih dari 
satu ketentuan hukum yang sifatnya khusus, maka penegak hukum 
harus taat terhadap asas Kekhususan yang Sistematis. Maka dari itu, 
jika terjadi tindak pidana pembobolan dana nasabah yang merupakan 
bagian dari tindak pidana perbankan, maka aturan yang sebaiknya 
digunakan adalah Undang Undang Perbankan. Hal ini mengingat 
bahwa Undang Undang Perbankan merupakan undang undang yang 
khusus dibuat untuk diberlakukan pada ruang lingkup perbankan baik 
yang sifatnya administratif maupun yang bersifat pidana. 
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik merupakan undang undang yang mengatur 
penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Tujuan perumusan 
undang undang ini, sesuai dengan yang tercantum pada Bab Asas 
dan Tujuan Pasal 4 huruf e, adalah:  “memberikan rasa aman, 
keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara 
teknologi informasi”. 
Sebagai salah satu sektor yang menggunakan dan 
menyelenggarakan teknologi informasi berupa electronic banking atau 
internet banking, perbankan juga menjadi objek yang diatur oleh 
undang undang ini. Perbankan menjadi salah badan strategis yang 
disebutkan oleh undang undang ini, yaitu pada Pasal 52 ayat (3). 
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Berikut adalah rumusan Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik: 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap computer dan/atau 
sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan 
tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, 
keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan, diancam 
dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing 
pasal ditambah dua pertiga. 
 
Menurut pasal tersebut, jika pelanggaran terhadap undang undang 
ini dilakukan pada ruang lingkup perbankan, maka ancaman pidana yang 
dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lebih berat daripada jika 
tindak pidana tersebut dilakukan di sektor non pemerintah dan bukan 
badan strategis. 
Tindak pidana yang diatur oleh undang undang ini terdapat pada 
Bab VII, Perbuatan yang Dilarang. Pada Bab Perbuatan yang Dilarang 
terdapat sebelas pasal yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang menurut undang undang ini. Di antara kesebelas pasal tersebut, 
terdapat pasal yang dapat digunakan untuk mendakwa pelaku tindak 
pidana pembobolan dana nasabah, yaitu Pasal 32. Berikut adalah 
rumusan dari pasal tersebut: 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain yang 
tidak berhak. 
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(3) Terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat 
diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak 
sebagaimana mestinya. 
Tindak pidana yang diatur pada pasal ini terbagi atas 2, yaitu 
delik formil dan delik materiil. Ayat (1) dan (2) merupakan delik formil, 
dimana pada kedua ayat tersebut yang dilarang adalah perbuatannya, 
sedangkan ayat (3) memberi syarat adanya akibat atas perbuatan 
yang dilarang pada ayat (1). 
Ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang pada Pasal 
32 terdapat pada Pasal 48 Bab XI Ketentuan Pidana Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Berikut rumusan dari Pasal 48: 
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). 
(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 
Pemilihan pasal pada Undang Undang ITE untuk digunakan 
dalam dakwaan atas tindak pidana pembobolan dana nasabah 
didasarkan pada modus operandi dari tindak pidana tersebut. Dalam 
tindak pidana pembobolan dana nasabah, pelaku sering kali 
membobol dana nasabah dengan melakukan perubahan terhadap 
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data nasabah. Mengingat saat ini hampir seluruh pencatatan pada 
sistem perbankan menggunakan bantuan teknologi, maka data 
nasabah yang kemudian dimiliki oleh bank merupakan data elektronik. 
Adanya perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan 
transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan 
data elektronik nasabah dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 
32 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Walaupun Pasal 32 tidak mencantumkan secara eksplisit 
bahwa data elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi adalah 
data nasabah, tetapi pasal ini Penulis anggap memiliki kekuatan yang 
sama dengan undang undang perbankan dalam mengadili tindak 
pidana pembobolan dana nasabah. Adanya Pasal 52 ayat (3), yang 
memberi penegasan bahwa jika tindak pidana dalam undang undang 
ini dilakukan pada badan strategi salah satunya perbankan maka 
ancaman pidananya akan lebih berat, menandakan bahwa pasal-
pasal pada undang undang ini juga dibuat dengan tujuan untuk 
digunakan dalam mengadili pelaku tindak pidana perbankan. 
Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan 
undang undang yang dianggap dapat menutupi kekosongan hukum 
pada hukum pidana perbankan. Dimana sampai pada saat ini belum 
terdapat undang undang khusus baik yang mengatur tentang tindak 
pidana yang terjadi pada ruang lingkup perbankan maupun yang 
mengatur tentang transaksi dana elektronik atau electronic funds 
transfer. Kekosongan aturan hukum ini dihadapkan dengan tindak 
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pidana perbankan yang dilakukan melalui dunia maya berkembang 
dengan pesat. Dengan adanya pasal transaksi elektronik di undang 
undang, walaupun tidak secara khusus ditujukan untuk transaksi 
elektronik atas dana nasabah, hingga hari ini dianggap masih cukup 
akomodatif untuk dikenakan pada tindak pidana pembobolan dana 
nasabah. 
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang Telah Diubah dengan 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Pembobolan dana nasabah pada dasarnya adalah tindak pidana 
yang dilakukan pada ruang lingkup perbankan dimana terjadi kekurangan 
jumlah dana milik nasabah dari yang seharusnya akibat perbuatan kolutif 
dari internal maupun eksternal bank tersebut. Akibat dari tindak pidana ini 
adalah timbulnya kerugian dari nasabah penyimpan dana yang pada 
akhirnya akan merugikan bank tersebut karena harus mengganti dana 
nasabah yang telah dirugikan. 
Berangkat dari pemahaman tersebut, dapat ditarik garis kemiripan 
antara tindak pidana pembobolan dana nasabah dengan tindak pidana 
korupsi yang diatur pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Namun, adanya kemiripan unsur-unsur perbuatan tidak 
semerta-merta membuat Undang Undang Tipikor dapat langsung 
diterapkan pada tindak pidana pembobolan dana nasabah. 
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Penggunaan Undang Undang ini harus dilakukan dengan 
pertimbangan yang cermat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mencegah 
adanya kesalahan dalam pembuktian tindak pidana itu sendiri. 
Sebagaimana diketahui bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah mencocoki rumusan 
unsur-unsur pasal tindak pidana yang diancamkan atas perbuatan 
tersebut. Maka dari itu, penerapan Undang Undang Tindak Pidana 
Korupsi baru dapat dilakukan jika tindak pidana pembobolan dana 
nasabah berasal dari perbuatan yang mencocoki setiap unsur pada pasal 
tertentu undang undang ini. 
Mengacu pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan pada tindak 
pidana pembobolan dana nasabah, pasal yang dapat diterapkan pada 
tindak pidana ini adalah Pasal 2 dan 3 Undang Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana korupsi. Berikut adalah rumusan dari Pasal 2 Ayat (1), (2) 
dan Pasal 3 yaitu : 
a) Bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) : 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- 
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- 
(satu miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 
dijatuhkan. 
b) Bunyi Pasal 3 : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara 
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atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 (da puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. 
 
Kedua pasal diatas merupakan delik formil. Hal ini ditujukkan pada 
rumusan kedua pasal di atas yang mensyaratkan adanya perbuatan 
melawan hukum dari perbuatan tersebut. Baik pasal (2) maupun pasal (3) 
tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana tersebut. Hal ini 
ditunjukkan oleh unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian negara” yang berarti bahwa adanya kerugian Negara tidak 
menjadi akibat yang menjadi syarat dipidananya pelaku korupsi. Unsur-
unsur dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, antara lain: 
1. Setiap orang; 
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; 
3. Dengan cara melawan hukum; 
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. 
Sedangkan unsur-unsur dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain: 
1. Setiap orang; 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi; 
50 
3. Manyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
Dari kedua pasal di atas terdapat syarat akibat yang ditimbulkan 
dari perbuatan korupsi, yaitu dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara. Unsur inilah yang harus menjadi pertimbangan 
Jaksa Penuntut Umum jika ingin menggunakan Undang Undang Tindak 
Pidana Korupsi dalam dakwaan terhadap kasus pembobolan dana 
nasabah. Jaksa harus dapat membuktikan bahwa tindak pidana 
pembobolan dana nasabah tidak hanya merugikan nasabah dan bank, 
tetapi juga menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara. 
Kemungkinan timbulnya kerugian Negara akibat pembobolan dana 
nasabah dapat terjadi jika bank yang menjadi objek dalam tindak pidana 
pembobolan dana nasabah merupakan bank milik pemerintah. 
Sebagaimana diketahui bahwa terdapat sejumlah bank yang merupakan 
milik pemerintah Indonesia dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Kepemilikan pemerintah atas bank BUMN menandakan bahwa 
lebih dari setengah saham bank tersebut dipegang oleh pemerintah atau 
dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan pemilik saham prioritas 
atas bank tersebut. 
Pada awalnya, bank pemerintah didirikan dengan undang undang 
dimana seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara. Sebelum 
lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah 
didirikan beberapa bank umum milik Negara/pemerintah, yaitu: 
1. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang didirikan dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 21 Tahun 
1960; 
2. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), yang didirikan dengan  
Undang Undang Nomor 17 Tahun 1968; 
3. Bank Dagang Negara (BDN), yang didirikan dengan Undang 
Undang Nomor 18 Tahun 1968; 
4. Bank Bumi Daya (BBD), yang didirikan dengan Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 1968; 
5. Bank Tabungan Negara (BTN), yang didirikan dengan Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 1968; 
6. Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang didirikan dengan Undang 
Undang Nomor 21 Tahun 1968; 
7. Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), yang didirikan dengan 
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1968. 
Setelah diterbitkannya Undang Undang Perbankan, 
keseluruhan bank-bank milik pemerintah ini menyesuaikan bentuk 
hukum bank yang diatur oleh undang undang menjadi perusahaan 
persero (PT Persero). Kemudian sejak tahun 1999, dari tujuh bank 
Negara, empat diantaranya yakni Bank Dagang Negara, Bank Ekspor 
Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan 
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Indonesia menggabungkan diri menjadi PT Bank Mandiri (persero). 
Hingga saat ini di Indonesia terdapat empat bank milik pemerintah. 
Menurut Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, bank-bank 
milik Negara tidak memiliki keistimewaan dalam menjalankan usaha. 
Perbedaan dengan bank lain hanya terdapat pada pengangkatan 
Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Kepemilikan saham pemerintah 
pada bank milik Negara diwakili oleh Menteri Keuangan yang 
kemudian betugas mengajukan calon-calon Direksi dan Dewan 
Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Presiden. 
Kepemilikan Negara atas bank umum inilah yang kemudian 
menyebabkan adanya potensi kerugian Negara akibat adanya tindak 
pidana pembobolan dana nasabah. Kerugian yang dialami oleh bank 
akibat tindak pidana ini sedikit banyak akan memberikan imbas 
kerugian bagi para pemegang saham. Namun, hal ini wajib menjadi 
perhatian bagi penyidik, jaksa, dan hakim, bahwa kerugian Negara 
tidak boleh hanya berdasar pada dugaan tetapi harus dibuktikan 
dengan jelas. Hal ini mengingat bahwa unsur kerugian Negara 
merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk dapat mengkategorikan 
suatu pembobolan dana nasabah sebagai tindak pidana korupsi.  
Penggunaan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah yang pada 
akhirnya tidak terbukti mengakibatkan kerugian Negara akan berakibat 
bebasnya terdakwa. 
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B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan Terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks 
1. Posisi Kasus 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, maupun bukti-bukti dapat diketahui bahwa 
Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E. bin Jufri 
(diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. Awi (Daftar Pencarian Orang) 
pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010, bertempat 
di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar telah melakukan dan 
turut serta, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, 
menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan 
atau merusak catatan pembukuan tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan adalah pegawai pada 
Bank CIMB Niaga Cab. Makassar bagian kasir, tanpa sepengetahuan 
nasabah masuk ke sistem untuk melihat data nasabah dengan 
menggunakan user id dengan nomor 7559 miliknya dan mencatat data-
data nasabah yang diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat 
tanggal lahir, nomor kartu ATM, dan saldo nasabah. 
Perbuatan terdakwa terungkap setelah salah satu nasabah yakni H. 
Ibrahim Bonro, S.H., M.H. komplain dananya berkurang dan setelah 
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dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening H. 
Ibrahim Bonro dilakukan olek Rully, S.E. bersama terdakwa Rudi Guiwan 
yang telah lebih dulu menginformasikan kepada Rully, S.E. nomor pin 
ATM H. Ibrahim Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari H. Ibrahim 
Bonro yaitu Ir. Abd. Hafid. 
Nomor pin ATM tersebut diketahui terdakwa setelah Ir. Abd. Hafid 
gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang Kakatua, sehingga 
terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang bertugas sebagai kasir 
langsung membantu. Tanpa sadar Ir. Abd Hafid menyebutkan nomor pin 
dari kartu ATM milik ayahnya yakni 101010 yang kemudian terus diingat 
oleh terdakwa Rudy Guiwan. 
Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM nasabah 
tersebut kepada Rully S.E. yang bekerja sebagai customer service pada 
Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy Guiwan bersama Rully 
lalu melakukan registrasi sebagai pengguna CIMB CLIKS melalui situs 
www.Cimbcliks.co.id dengan menyewa sebuah unit computer pada 
warung internet. Setelah melakukan registrasi Rully lalu menghubungi 
Rabiah Aladawiyah pada bagian customer service dengan mengaku 
sebagai H. Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantin nomor telepon 
seluler milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi nomor 
08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully 
melakukan pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampung yang 
dibuat oleh saudara Alwi yang berada di Jakarta. 
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Jumlah dana yang berhasil dipindahbukukn oleh Rully, S.E. dari 
rekening atas nama H. Ibrahim Bonro adalah sebesar Rp 185.000.000,00 
(seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
1) Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank 
CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak lima kali 
sehingga totalnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) pada tanggal 02 November 2010; 
2) Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank 
Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
3) Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di bank 
CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak lima kali hingga 
totalnya sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
pada tanggal 03 November 2010; 
4) Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmudddin Yasin di 
Bank Mandiri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 
pada tanggal 03 November 2010. 
Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, Bank CIMB Niaga 
harus mengganti kerugian nasabah sehingga menderita kerugian 
sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). 
Sedangkan terdakwa sendiri berdasarkan perbuatannya tersebut 
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memperoleh bagian sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta 
rupiah). 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada 
kasus ini merupakan surat dakwaan kombinasi. Bentuk surat dakwaan 
kombinasi merupakan gabungan antara bentuk surat dakwaan 
kumulatif, alternatif, dan subsidair. Untuk surat dakwaan pada kasus 
ini, kombinasi yang diterapkan antara bentuk alternatif dengan 
subsidair. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-
004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan 
kombinasi ini timbul akibat adanya perkembangan variasi tindak 
pidana atau kriminalitas baik dalam jenis/bentuknya maupun dalam 
modus operandinya. 
Berikut adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 
Terdakwa Rusy Guiwan bin Yusran Guiwan: 
1) Pertama: 
Bahwa Terdkwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama 
Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar 
Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan 
Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 
2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan 
maupun yang turut serta melakukan, Anggota Dewan Komisaris, 
Direksi, atau Pegawai Bank, dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan 
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
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maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak 
catatan pembukuan tersebut. 
Perbuatan Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) c 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
2) Kedua: 
a. Primair 
 Bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan 
bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi 
(Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada 
bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada 
tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. 
Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh 
melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak 
atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 
Perbuatan terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
b. Subsidair: 
 
Bahwa Terdkwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama 
Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar 
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Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan 
Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 
2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan dan 
turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum, ddengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, 
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan.atau dokumen 
elektronik milik orang lain atau milik publik ditujukan terhadap 
komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik, dan 
dokumen elektronik milik pemerinth dan/atau badan strategis 
termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank 
sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas 
penerbangan. 
Perbuatan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 32 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
3) Ketiga: 
  Bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran 
Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan 
Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada 
bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada 
tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. 
Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang 
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum, dilakukan 
dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa Rusy Guiwan bin Yusran 
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Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 
ayat (1) ke-4 KUHP. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa 
Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan, pada pokoknya meminta kepada 
Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan 
bersalah melakukan tindak pidana pembobolan dana nasabah 
Bank CIMB Niaga sebagaimana diatur dan diancam pasal 49 
ayat (1) c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 
selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,00 
subsider 2 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya 
terdakwa tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
1. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta 
rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank 
CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara 
penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-
2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. 
rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal; 
2. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 
1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah 
mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit komputer 
merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) 
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buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah 
keryboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda 
terima tanggal 20-01-2011; 
3. 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed yang 
berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data 
nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank 
CIMB Niaga; 
4. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 
300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada 
Bank CIMB Niaga; 
5. Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop Sutarya 
dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty; 
6. Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan;  
7. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga, 
8. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. 
Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan 
keluhan a.n. Lily Herawaty 
9. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. 
Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi 
Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan 
Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat 
Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, 
Semarang. Untuk dikembalikan kepada yang berhak PT 
Bank CIMB Niaga Cab. Makassar. 
4. Menetapkan agar ia terdakwa, membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
3.1. Amar Putusan 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas 
nama terdakwa Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan dalam amar 
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putusannya pada Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks, 
sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “pembobolan dana nasabah”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Guiwan bin 
Yusran Guiwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 
dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak 
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) 
bulan kurungan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijtuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa: 
1. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta 
rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank 
CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara 
penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-
2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. 
rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal; 
2. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 
1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah 
mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit komputer 
merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) 
buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah 
keryboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda 
terima tanggal 20-01-2011; 
3. 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed yang 
berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data 
nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank 
CIMB Niaga; 
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4. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 
300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada 
Bank CIMB Niaga; 
5. Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop Sutarya 
dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty; 
6. Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan;  
7. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga, 
8. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. 
Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan 
keluhan a.n. Lily Herawaty. 
9. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. 
Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi 
Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan 
Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat 
Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, 
Semarang. 
Untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB 
Niaga Cab. Makassar; 
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp 5000,- (lima ribu rupiah); 
Demikianlah yang diputuskan dalam rapat 
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011. 
 
3.2 Analisis Penulis 
Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 
atau aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut dinyatakan 
dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum 
harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa perbuat 
dilakukan oleh pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Proses 
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hukum lalu berlanjut dengan upaya pembuktian untuk mengetahui 
peraturan apa saja yang telah dilanggar serta sejauh mana perbuatan 
pelaku melanggar perturan tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui 
proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan 
kepada pelaku. 
Kasus yang Penulis uraikan di atas merupakan kasus pembobolan 
dana nasabah yang diduga dilakukan oleh Rudi Guiwan terhadap nasabah 
bank tempat ia bekerja, yaitu Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 hingga 
2011. Akibat perbuatan tersebut, nasabah Bank CIMB Niaga bernama H. 
Ibrahim Bonro mengalami kerugian sebesar Rp 185.000.000,- (seratus 
delapan puluh lima juta rupiah). Kekurangan dana nasabah tersebut lalu 
diganti olehh Bank CIMB Niaga yang pada akhirnya menanggung kerugian 
atas penggantian tersebut. 
Perbuatan pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Rudi 
Guiwan dilakukan secara bersama-sama dengan pegawai Bank CIMB 
Niaga lainnya, yaitu Rully. Namun dalam penuntutannya, perkara kedua 
pelaku tersebut diproses secara terpisah dalam dua berkas perkara 
berbeda. Penuntutan secara “pemecahan” atau splitsing adalah hal yang 
lazim dilakukan dalam penuntutan perkara yang terdapat lebih dari satu 
terdakwa atau penyertaan (deelneming). Menurut Adami Chazawi, 
deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 
serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik 
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu 
tindak pidana. 
64 
Menurut Ketua Majelis yang mengadili perkara Putusan Nomor 
403/Pid.B/2011/PN.Mks, Jamuka Sitorus, dalam wawancara yang Penulis 
lakukan pada tanggal 25 Juni 2012 pukul 11.05 WITA, pemecahan atau 
splitsing berkas perkara pada perkara tindak pidana pembobolan dana 
nasabah yang dilakukan oleh Rudi Guiwan dan Rully dimaksudkan untuk 
memudahkan proses pembuktian. Hal ini dimaksudkan agar kedua 
terdakwa dapat saling bersaksi pada sidang satu sama lain sehingga 
dapat membantu proses pembuktian di pengadilan. Mengenai pemecahan 
berkas perkara ini diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum 
Acara Pidana.  
Penuntut umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh 
undang undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan 
dan penetapan pengadilan. Salah satu yang menjadi tugas penuntut 
umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan menjadi dasar 
landasan pemeriksaan kasus tersebut pada proses peradilan. Maka dari 
itu, surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini secara 
tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa 
surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yang harus menguraikan 
secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
Pemilihan bentuk surat dakwaan harus dilakukan dengan 
berpedoman pada hasil penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh 
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terdakwa. Jika terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka dapat 
digunakan dakwan biasa atau tunggal. Jika terdakwa melakukan tindak 
pidana yang menyentuh lebih dari satu rumusan tindak pidana pada 
undang undang dan belum dapat dipastikan ketentuan mana yang telah 
dilanggar, maka jaksa dapat menyusun surat dakwaan alternatif atau 
subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana 
(concursus) yang tiap-tiap tindak pidana tersebut berdiri sendiri, maka 
dapat digunakan jenis dakwaan kumulatif.  
Pada kasus yang Penulis teliti, Jaksa Penuntut Umum membuat 
surat dakwaan dengan bentuk kombinasi. Kombinasi yang dipilih adalah 
gabungan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan surat dakwaan 
subsidair. Hal ini ditandai dengan adanya kata “atau” diantara setiap 
dakwaan. Berikut adalah susunan dakwaan kombinasi yang ditetapkan 
oleh Jaksa Penuntut Umum: 
 Pertama 
Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 
1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana. 
 Kedua 
Primair :Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Subsidair :Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Jo. Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 




Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum 
Pidana. 
Dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang diartikan 
sebagai dakwaan yang antar satu dakwaan dengan yang lainnya 
saling mengecualikan atau one that substitutes for other.1 Bentuk surat 
dakwaan ini sering kali digunakan jika tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa menyentuh dua atu lebih peraturan pidana yang 
memiliki corak yang sama atau kemiripan akan tetapi tidak sampai 
berupa perbarengan atau concursus.  
Pada kasus yang Penulis teliti, perbuatan terdakwa Rudi 
Guinwan membobol dana nasabah memiliki kemiripan dengan tindak 
pidana yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE serta 
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan 
bersama-sama. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut 
Umum dalam menyusun surat dakwaan yang bermaksud untuk 
menghindari terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana 
(crime liability).  




Surat dakwaan alternatif selain memiliki karakteristik saling 
mengecualikan, juga berfungsi memberikan pilihan kepada hakim atau 
pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk 
didakwakan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang 
dilakukannya. Pada dakwaan ini, hakim memiliki alternatif dakwaan 
yang dapat menjadi dasar pemeriksaan peradilan kepada terdakwa 
sehingga hukum yang nantinya akan diterapkan akan lebih tepat. 
 
Pembuktian pada dakwaan alternatif tidak dilakukan secara 
berurutan sesuai dengan urutan dakwaan, tetapi memberi pilihan 
dakwaan mana yang ingin dibuktikan lebih dulu. Pembuktian juga 
dapat dilakukan dengan memeriksa dakwaan secara keseluruhan dan 
dari hasil pemeriksaan terhadap keseluruhan dakwaan dipilih salah 
satu yang terbukti untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. 
Sebagai bentuk dakwaan yang mengecualikan dakwaan lainnya, 
apabila satu alternatif dakwaan telah berhasil dibuktikan, maka tidak 
diperlukan pembuktian atas dakwaan yang lain. 
Pemilihan bentuk dakwaan alternatif pada kasus ini menurut 
Penulis adalah tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan tindak pidana 
yang diakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan 
karakteristik yang tidak hanya dimiliki oleh Pasal 49 ayat (1) Undang 
Undang Perbankan tetapi juga dimiliki oleh Pasal 32 ayat (1) Undang 
Undang ITE. Sedangkan dakwaan ketiga yang menggunakan Pasal 
363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan bentuk antisipasi Jaksa Penuntut 
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Umum apabila baik ketentuan dari Undang Undang Perbankan dan 
Undang Undang ITE tidak berhasil dibuktikan pada sidang pengadilan 
mengingat ketentuan dari kedua undang undang khusus tersebut 
memiliki banyak unsur yang jika tidak dapat dibuktikan seluruhnya 
maka akan menggugurkan dakwaan. 
Bentuk dakwaan subsidair merupakan bentuk dakwaan yang 
terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan 
mulai dari tindak pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan 
tindak pidana “yang teringan”. Pada dakwaan ini, dakwaan pertama 
atau primair menjadi prioritas pertama untuk dibuktikan yang jika tidak 
terbukti maka akan dilanjutkan dengan dakwaan kedua atau subsidair 
dan begitu seterusnya. Jika dakwaan primair telah berhasil dibuktikan, 
maka pemeriksaan tidak dilanjutkan ke dakwaan subsidair dan hakim 
akan menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan yang telah 
terbukti.  
Pada dakwaan kedua kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan 
subsidair dimana pada dakwaan primair jaksa menggunakan Pasal 32 
ayat (1) Undang Undang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pada 
dakwaan subsidair menggunakan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang 
ITE jo. Pasal 52 ayat (3) Undang Undang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) 
KUHP. Pada dakwaan subsidair, jaksa menggunakan pasal yang 
sama dengan dakwaan primair dengan menambahkan Pasal 52 ayat 
(3) yang memberikan tambahan jumlah ancaman pidana jika tindak 
pidana pada undang undang ini dilakukan terhadap sistem elektronik 
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serta data elektronik milik pemerintah dan badan strategis lainnya 
termasuk perbankan. 
Penyusunan dakwaan subsidair yang dilakukan jaksa, menurut 
Penulis merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan 
pada dakwaan subsidair tersebut tidak terdapat perbedaan unsur dari 
tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair dengan 
dakwaan subsidair. Kedua dakwaan tetap menggunakan ketentuan 
Pasal 32 ayat (1) Undang Undang ITE hanya pada dakwaan subsidair 
jaksa menambahkan pasal yang berkonsekuensi pada penambahan 
ancaman maksimal terhadap terdakwa.  
Menurut Penulis, dengan penyusunan dakwaan seperti itu, 
terhadap kedua dakwaan baik primair maupun subsidair hanya 
diperlukan sekali pembuktian sehingga tidak perlu dibuat subsidair. 
Selain itu, jika kita merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 
SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, maka 
seharusnya jaksa menempatkan dakwaan dengan ancaman yang 
lebih berat pada dakwaan primair dan dakwaan dengan ancaman 
hukuman yang lebih ringan pada dakwaan subsidair. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat Penulis simpulkan 
bahwa dalam penyusunan dakwaan yang mengkombinasikan antara 
dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair jaksa tidak menyusun 
dakwaan subsidair sesuai dengan ketentuan seharusnya dimana 
dakwaan dengann ancaman hukuman yang berat seharusnya 
ditempatkan pada dakwaan primair. Terlepas dari perbuatan jaksa 
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tersebut, Penulis pribadi berpendapat bahwa dakwaan alternatif murni 
merupakan bentuk dakwaan yang lebih tepat untuk digunakan. Hal ini 
didasarkan pada dakwaan kedua yang tidak memiliki perbedaan unsur 
perbuatan atau akibat dari tindak pidana antara pasal yang digunakan 
dakwaan primair dengan dakwaan subsidair. 
Analisis Penulis selanjutnya akan memaparkan mengenai 
penerapan sanksi pidana dalam putusan yang dijatuhkan pada Kasus 
Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks. putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim pada kasus pidana pembobolan dana nasabah yang Penulis 
teliti berdasarkan pada dakwaan yang telah Penulis uraikan 
sebelumnya. 
Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap 
pelaku tindak pidana haruslah didasarkan pada surat dakwaan yang 
telah disusun oleh jaksa. Selain harus  berdasarkan pada 
dakwaan, penerapan hukum pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 
Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil 
pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim 
terhadap terdakwa. 
Sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mempertimbangkan 
hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman 
terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak semata-mata 
menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga 
faktor-faktor lain diluar hukum. Mengenai pemberatan dan peringanan 
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hukuman terhadap pelaku tindak pidana telah diatur secara tegas di 
Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 
 Terhadap setiap tindak pidana berlaku dasar pemberatan 
pidana yang dikenal dengan dasar pemberatan pidana umum. Dasar 
pemberatan pidana umum terdiri atas tiga, yaitu dasar pemberatan 
karena jabatan, dasar pemberatan karena menggunakan bendera 
kebangsaan, dan dasar pemberatan karena pengulangan.2 
Sedangkan dasar-dasar peringanan yaitu menurut KUHP: belum 
berumur 16 (enam belas) tahun; menurut Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: anak yang umurnya telah 
mencapai 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstutusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2011 
yang intinya mengubah usia anak dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 
(dua belas) tahun. Alasan peringan lainnya menurut undang-undang 
yaitu perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.3 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
403/Pid.B/2011/PN.Mks atas nama terdakwa Rudi Guiwan dalam 
amar putusannya menerangkan sebagai berikut: 






1. Menyatakan Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “pembobolan dana nasabah”; 
 
 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Guiwan bin 
Yusran Guiwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 
dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak 
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) 
bulan kurungan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijtuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa: 
1. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta 
rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank 
CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara 
penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-
2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. 
rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal; 
2. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 
1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah 
mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit komputer 
merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) 
buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah 
keryboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda 
terima tanggal 20-01-2011; 
3. 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed yang 
berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data 
nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank 
CIMB Niaga; 
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4. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 
300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada 
Bank CIMB Niaga; 
5. Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop Sutarya 
dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty; 
6. Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan;  
7. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga, 
8. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. 
Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan 
keluhan a.n. Lily Herawaty 
9. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. 
Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi 
Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan 
Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat 
Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, 
Semarang. 
Untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB 
Niaga Cab. Makassar; 
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp 5000,- (lima ribu rupiah); Demikianlah yang diputuskan 
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011. 
Menurut putusan di atas, hakim menyatakan terdakwa Rudi 
Guiwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “pembobolan dana nasabah”. Putusan hakim yang 
memilih untuk menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan pertama 
yang menggunakan Undang Undang Perbankan menurut Penulis 
adalah hal yang tepat. Menurut analisis penulis, pembobolan dana 
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nasabah merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam ruang 
lingkup perbankan, maka dari itu, Undang Undang Perbankan memiliki 
kekhususan yang lebih diandingkan Undang Undang ITE.  
Pendapat penulis ini dibenarkan oleh hakim Ketua Majelis yang 
memeriksa kasus ini, Jamuka Sitorus, dalam wawancara yang Penulis 
lakukan pada Tanggal 25 Juni 2012 Pukul 11.05 yang menyatakan 
bahwa pemilihan dakwaan pertama didasarkan pada asas 
Kekhususan Sistematis. Menurut Jamuka Sitorus, dalam mengadili 
suatu kasus, penegak hukum wajib untuk taat kepada asas hukum 
untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan mencemari 
proses hukum. 
Selain pemilihan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, 
Penulis turut mencermati sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
terhadap terdakwa Rudi Guiwan. Pada amar putusan, hakim 
menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 
2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. 
Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut merupakan pidana minimum 
(straf minimum) dari Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan. 
Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
hakim, termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. Hal yang memberatkan adalah: 
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 Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah Bank CIMB Niaga 
Cabang Makassar; 
Hal-hal yang meringankan antara lain: 
 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 
Menurut Penulis, terdakwa Rudi Guiwan seharusnya dapat dijatuhi 
hukuman pidana diatas pidana minimal mengingat secara jelas hakim 
menyebutkan adanya alasan pemberat yaitu perbuatan terdakwa dianggap 
meresahkan nasabah Bank CIMB Niaga Cabang Makassar. Mengenai 
alasan pemberat ini, menurut Jamuka Sitorus selaku Ketua Majelis 
berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan pada tanggal 25 Juni 2012 
Pukul 11.05 WITA, ditetapkan oleh hakim dengan mendasarkan bahwa 
tindak pidana perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana 
ekonomi yang jika terjadi dapat memberi dampak pada ekonomi 
masyarakat berupa terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga perbankan. 
Sebagai penyedia jasa keuangan yang berhubungan dengan 
masyarakat luas, lembaga perbankan telah menjadi salah satu badan 
yang vital bagi masyarakat. Adanya tindak pidana pembobolan dana 
nasabah yang dilakukan oleh internal bank akan menjatuhkan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Rendahnya 
integritas pelaku dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya bisa 
menjadi bagian pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman 
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terdakwa mengingat pada dasarnya terdakwa melakukan kejahatan dalam 
kapasitasnya sebagai pegawai bank. 
Sedangkan alasan yang meringankan hukuman terdakwa, menurut 
hemat Penulis, merupakan alasan sosiologis yang bukan berasal dari 












Berdasarkan uraian skripsi di atas, maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan 
pembahasan sebagai berikut ini: 
1. Tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana 
yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Kompleksnya tindak 
pidana ini menyebabkan dalam proses penuntutan terhadap pelaku 
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tindak pidana ini dapat diterapkan lebih dari satu undang undang. 
Undang undang tersebut antara lain: Undang Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Namun jika berpedoman pada asas Kekhususan 
yang Sistematis (systematische specialiteit) maka aparat hukum 
wajib menerapkan Undang Undang Perbankan dalam menuntut 
perkara pembobolan dana nasabah mengingat tindak pidana ini 
secara sistematis berada dalam ruang lingkup perbankan. 
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana 
nasabah yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Guiwan pada perkara 
Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks menurut Penulis masih 
terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana 
yaitu dalam hal penyusunan dakwaan alternatif subsideritas yang 
dilakukan oleh jaksa. Pada dakwaan kedua yang disusun oleh jaksa 
secara subsidair menempatkan aturan dengan ancaman hukum 
yang lebih berat sebagai bagiann subsidair. Hal ini tidak sesuai 
dengan aturan hukum pidana dimana seharusnya aturan dengan 
ancaman hukum yang lebih berat harus ditempatkan pada dakwaan 
primair. Selain itu, tidak terdapat unsur yang berbeda dari aturan 
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yang digunakan pada dakwaan primair dengan subsidair sehingga 
jenis dakwaan yang digunakan cukup alternatif saja. 
B. Saran 
1. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, 
aparat hukum dapat memprioritaskan penggunaan Undang Undang 
Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang 
Sistematis. 
2. Tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan telah mengalami 
perkembangan yang pesat dengan adanya electronic banking atau 
internet banking. Maka dari itu, perlu dibuat undang undang tindak 
pidana khusus perbankan untuk memudahkan penegak hukum 
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